
 
 
 
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan dan 

pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat 
Daerah perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4265); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
bagaan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 63); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan 
 

: 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PELAKSANA 
TEKNIS KEGIATAN. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah   
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 
dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. 

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.  

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
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9. Jabatan Struktural adalah profesi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
kedudukan dalam suatu struktur dari organisasi. 

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

11. Kemampuan manajerial adalah kemapuan, pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk 
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi 

12. berintegritas adalah sikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 
menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari 
tindakan yang dilakukan. 

 

BAB II 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
 

Pasal 2 

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada 
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.  

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan 
wewenang PA/KPA.  

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. 

 

Pasal 3 

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan 
pada pertimbangan : 

a. kompetensi jabatan 

b. besaran anggaran kegiatan; 

c. beban kerja; 

d. lokasi; 

e. rentang kendali, dan/atau 

f. pertimbangan objektif lainnya. 

 

BAB IIII 
KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

 
Pasal 4 

 

(1) PPTK merupakan ASN yang menduduki Jabatan Struktural sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  

(2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural merupakan pejabat 
satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki 
kemampuan manajerial dan berintegritas. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN 
yang menduduki Jabatan Struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau 
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 



- 4 - 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
 
 

 
 
MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 

(4) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, dan tidak ada 
lagi terdapat Pejabat Struktural di bawah KPA maka PA dapat menetapkan 
Pejabat Fungsional selaku PPTK.  

Pasal 5 
 

PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; 

b. kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dikelola berkaitan dengan tugas, 
pokok dan fungsi unit kerja dari pejabat fungsional; 

c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
24 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. 
 

 
 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 3 Januari 2022 

BUPATI BALANGAN, 
 
 
ttd 
 

 
H. ABDUL HADI 

 
 

Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 3 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BALANGAN, 
 
 
 ttd 
 
 
H. SUTIKNO 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 2 


